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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama paripurna merupakan sebuah ajaran kehidupan yang
tidak hanya mengedepankan aspek vertikal, hubungan hamba dengan penciptanya.
Tetapi lebih dari itu, Islam juga mengatur dengan sangat jelas setiap perilaku dan
model kehidupan manusia baik hubungan sesama manusia itu sendiri maupun
hubungan manusia dengan alam sekitar." Atas alasan tersebut, Islam diakui
sebagai ajaran komprehensif. Sebuah ajaran yang tidak hanya mengatur tentang
masalah ibadah untuk persiapan kehidupan kelak, tetapi juga mengatur kehidupan
manusia di dunia dalam meraih kebahagiaan dan kesejahteraan.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan
yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian dunia. Lembaga
Keuangan Syariah transaksinya berdasarkan al-Qur’an, hadis, dan  telah
difatwakIw AalNlisPU RWOKE RTOembaga
Keuangan Syariah tidak boleh memberikan pembiayaan kepada usaha yang
diharamkan, seperti garar, riba, maysir serta usaha yang dapat merugikan syiar
Islam. Karena dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah terdapat
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi produk,

operasional, dan moral manajemen dalam lembaga tersebut.> Sehingga usaha-

! Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), him. 1.
2 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), him. 87.



usaha yang bertentangan dengan syariat Islam pasti tidak diperbolehkan oleh
Dewan Pengawas Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai
intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali
dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk
pembiayaan.®> Dalam penyaluran dana sendiri Lembaga Keuangan Syariah
menerapkan beberapa akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Akad
yang diterapkan diantaranya adalah mudarabah, musyarakah, ijarah, murabahah,
qgard, salam, istisna’dan lain sebagainya.

Apabila melihat dari data statistik Lembaga Keuangan Syariah yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwasanya dari beberapa
pembiayaan tersebut yang paling banyak diminati adalah pembiayaan murabahah.
Sekitar 47,13% dari total pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan
Syariah adalah pembiayaan murabahah, disusul dengan pembiayaan musyarakah

sebesar 42,46%, mudarabah 39,95%, ijarah 3,15%, qard 2,7%, dan istisna’

" JAIN.PURWOKERTO.....

jual beli suatu barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah
disepakati oleh para pihak. Produk pembiayaan murabahah sangat diminati oleh

nasabah karena dinilai memiliki resiko yang paling kecil diantara akad ekonomi

* Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), him. 1.

* Achmad Maulana Rizqi, “Bukan Hal Aneh, Tapi Kenapa Pembiayaan Murabahah
Banyak Diminati di Indonesia?”, https://www.kompasiana.com, diakses 17 Januari 2020, pukul
15.37 WIB.
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lainnya. Selain itu, pembiayaan murabahah akadnya sangat jelas, barangnya jelas,
serta keamanannya juga jelas.

Dalam dunia bisnis, manusia tidak pernah lepas dari perjanjian. Bahkan
hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya perjanjian, walaupun
perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Akad adalah suatu
perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.’

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof.
R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku IlI
tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum
kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang
atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim
dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai
sahnya suatu perjanjian di antaranya: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
cakap ungk enjgaji halal.®

IAWKQIISRAWQKERT(QSI%&M
bagi orang banyak. Asas-asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila
para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan
hukum. Namun demikian, seringkali ditemui ada beberapa kontrak yang dibuat

tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak. Hal seperti ini

® Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: Ull Press, 2012), him. 65.
® R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2004), him. 15.



terjadi karena disebabkan kekurangpahaman para pihak terhadap kondisi dan
posisi mereka.

KUHPerdata, menganut asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme,
asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas
kepribadian.

Dalam suatu perjanjian harus ada asas kebebasan untuk mengadakan
perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang dalam
membuat suatu kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud disini adalah bahwa
semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang
dikehendakinya, termasuk didalamnya bebas menentukan syarat, pelaksanaan,
maupun bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari
ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua kontrak perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.’

Disamping kebebasan berkontrak, juga ada asas konsensualisme (asas
kesepakatan iRak) ja b inamakan
asas keIAI&).EﬁmmB(Ma suatu
perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu
dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak yang berkontrak
merupakan jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat
terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi,

dipandang telah memakan sesuatu dengan cara batil (al-akl bil batil). Transaksi

’ Dewi Hendrawati, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian
Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)”, MMH, Jilid 40 no. 4 Oktober
2011, https://ejournal.undip.ac.id, diakses 16 Desember 2019, pukul 12.46 WIB, hIm. 412.



yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah usaha yang dilandasi
saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan,
penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.®

BPRS Khasanah Ummat atau yang biasa dikenal dengan sebutan BPRS
KU yang beralamat di JI. Sunan Bonang No. 27, Dusun I, Tambaksari Kidul, Kec.
Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53182). BPRS Khasanah Ummat
Purwokerto merupakan bank yang sudah cukup lama berdiri sekitar kurang lebih
14 tahun. Dengan pertimbangan bahwa BPRS tersebut telah berdiri sejak lama
sehingga ketika dilakukan penelitian pada bank tersebut akan lebih mudah karena
sudah masyhur ditelinga masyarakat. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
merupakan salah satu bank yang mengembangkan produk pembiayaan murabahah
sebagai produk unggulan, karena untuk pembelian barang/objeknya jelas dan
angsuran setiap bulannya sama dengan margin yang sudah disepakati di awal.’
Hal ini terlihat dari peminat produk pembiayaan tersebut yang lebih tinggi

daripada produk lainnya. Selain itu, akad murabahah paling mudah

1 - ?m - 0, Tnan -
pembia g r ragran . ank ini
pembiayaan murabahah dilakukan dengan beberapa step, mulai dari calon

nasabah mengajukan pembiayaan secara langsung ke bank atau melalui petugas

lapangan. Kemudian melakukan pemberkasan, pengarsipan dan pembuatan nomor

8 Muhammad Aswad, “Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah”, Igtishadia, Vol. 6, no. 2,
September 2013, https: media.neliti.com, diakses pada 05 Januari 2020, pukul 19.15 WIB, him.
350.

o Deddy Purwinto, “Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, Wawancara, pada
tanggal 04 Mei 2020, pukul 08.47 WIB.



pengajuan serta pencatatan dibuku register pembiayaan, analisis pembiayaan, dan
persetujuan penyediaan pembiayaan.’® Melihat dengan beragamnya pola bisnis
berbasis syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian
dalam suatu akad menjadi penting diupayakan implementasinya. Kerelaan
merupakan sebuah sikap batin yang abstrak. Untuk dapat menunjukkan bahwa
dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan sigar (ijab kabul). Oleh
karena itu, formulasi ijab kabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian
rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan
telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.**

Pernyataan tersebut didukung dengan firman Allah pada al-Qur’an surat

an-Nisa’ (4) ayat 29:

e S5 5 ot 22 500 of 8y ey 5 I 9 147
%)}%O\f \u\ (&Mi;/f

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu.*?

IAIN.PURWOKERTO. ...

khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan atas kerelaan atau

kesepakatan para pihak secara bebas.*®

% Deddy Purwinto, “Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, Wawancara, pada
tanggal 04 Mei 2020, pukul 08.47 WIB.

" Muhammad Aswad, “Asas-asas Transaksi, hlm. 350-351.

2 Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahnya terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
Departemen Agama RI (Jakarta: Jam’iyah Khodam al-Qur’an al-Karim, 2004), him. 83.

“ Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan
Syariah (Yogyakarta: Ull Press, 2012), him. 51.



Oleh sebab itu, berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk
meneliti “Implementasi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Pembiayaan

Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

B. Definisi Operasional
Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini,
maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah, diantaranya:
1. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme terdapat pada pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya." Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang
berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan
bar i Si ) [ itambah
JAIN PUBWOKERTQ.....
dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan.®

1 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta Timur:
Balai Pustaka, 2014), him. 339.

> Mohammad Hoessein, Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam
Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung
RI, 2006), him. 182.

' Muhamad, Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya (Depok: RajaGrafindo
Persada, 2018), him. 187.



3. BPRS
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-undang
Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 adalah bank syariah
yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS
merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat
konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah

atau Koperasi.*’

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana sistem perjanjian pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah
Ummat Purwokerto?
2. Apakah implementasi asas konsensualisme dalam perjanjian pembiayaan

murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai dengan

“IAIN PURWOKERTO

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui sistem akad pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah

Ummat Purwokerto.

Y Darsono, dkk, Perbankan Syari’ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta
Tantangan ke Depan (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), him. 210.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi asas
konsensualisme dalam perjanjian pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah

Ummat Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis
maupun pembaca di antaranya sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai wawasan untuk mengembangkan pengetahuan tentang penerapan
asas konsensualisme dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang benar
bagi penulis dan pembaca.
b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan  sumbangsih  pemikiran mengenai  bagaimana asas

konsensualisme diterapkan dalam perjanjian pembiayaan murabahah di

TAIN PURWOKERTO

b. Sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

F. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan
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adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan
pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan
menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari
penelitian lain.”® Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan
beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

Erik Wahyu Ariwibowo, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Malang, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Asas Konsensualisme
dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Qutsourcing (Studi Kasus di PT. Bank
Danamon Cabang Kota Batu”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian
kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu, untuk mengetahui
dan menganalisis faktor yang menghambat implementasi asas konsensualisme
dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang
Kota Batu. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan
metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan datanya berupa
intervie\id 0 i i b Website.
BerdasamgI ﬁlitynanmmnusi yang
terbaik bagi pelaku usaha, sanksi terhadap peraturan-peraturan terkait outsourcing
tergolong ringan, dan tidak ada undang-undang yang mengatur secara tegas terkait
perjanjian baku. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan asas
konsensualisme dalam membuat perjanjian kerja, melaksanakan semua peraturan

perundang-undangan, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran terkait

8 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS,
2010), him. 58.
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outsourcing dan dibuat undang-undang yang mengatur tentang perjanjian baku.
Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka dalam perjanjian kerja outsourcing harus
memperhatikan asas konsensualisme sebagai dasar pijakan dalam membuat suatu
perjanjian, perjanjian kerja outsourcing harus memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan segera dibuat undang-undang tentang perjanjian yang
mengatur tentang perjanjian baku supaya meminimalisir pengusaha untuk
membuat perjanjian kerja dengan menggunakan perjanjian baku.*®

Skripsi milik lineirene Theresia Sihobing, 2019. Fakultas Hukum,
Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Penerapan Asas Konsensualisme pada
Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah yang tidak Mempunyai Sertifikat (Studi
Lapangan PT. Sarulla Operation LtdDI Kecamatan Pahae Julu)”. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan empiris,
melalui proses penelitian di lapangan, yang berasal dari data primer yang
diperoleh dari PT. Sarulla Operations Ltd (SOL) dengan cara melakukan
wawanCaga, VA [ i j bahwa
dalam m:rmKEmae dalam
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yaitu ketentuan yang terdapat dalam suatu
perjanjian konsensus pada umumnya, bahwa pelepasan hak atas tanah yang tidak

mempunyai sertifikat akan dianggap sah apabila memiliki SKT (Surat Keterangan

Tanah), dan bahwa dalam setiap proses pelepasan hak atas tanah yang dilakukan

Y9 Erik Wahyu Ariwibowo, “Implementasi Asas Konsensualisme dalam Pembuatan
Perjanjian Kerja Outsourcing (Studi Kasus di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu)”, Skripsi
(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).
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oleh Sarulla Operations Ltd (SOL), dilakukan berdasarkan suatu kesepatan atau
konsensus tanpa tekanan atau paksaan.”

Skripsi milik Lolita Lourent Laoh, 2000. Fakultas Hukum, Universitas
Jember, yang berjudul “Penerapan Standart Contract dalam Perjanjian Kredit
Bank Dikaitkan dengan Asas Konsensualisme dan Asas Kebebasan Berkontrak
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Penerapan standar contract dalam
perjanjian kredit bank merupakan tahap akhir penentuan sebelum bank
memberikan kredit kepada calon nasabah debitur, dengan ditandatanganinya
standar contract oleh nasabah debitur, bank menganggap nasabah debitur tersebut
layak menerima kredit. Penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan
berkontrak dalam perjanjian kredit bank menyangkut jumlah pinjaman, jangka
waktu, tujuan kredit dan ketentuan selebihnya ditentukan secara baku oleh pihak
kreditur/bank.?*

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dahlan. Yang  berjudul “Asas
Konsensualisme dan Asas Formalisme dalam Akad di Bank Syariah”. Penelitian
ini me reall i k. Bank
syariahmﬁia mRWQKma s8alah satu
bagian penting dalam melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas

akad yang dikembangkan. Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara

garis besar bermuara pada dua asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas

? Tineirene Theresia Sihombing, “Penerapan Asas Konsensualisme pada Perjanjian
Pelepasan Hak Atas Tanah yang tidak Mempunyai Sertifikat (Studi Lapangan PT. Sarulla
Operation LtdDI Kecamatan Pahae Julu)”, Skripsi (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara,
2019).

2 Lolita Lourent Laoh, “Penerapan Standart Contract dalam Perjanjian Kredit Bank
Dikaitkan dengan Asas Konsensualisme dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata”, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2000).



13

konsensualisme (yang berlandaskan pada ketentuan fikih) atau asas formalisme
(bagian dari lembaga berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan
dalam pembentukan akad di bank syariah, terlihat bahwa asas konsensualisme
yang berbasis hukum Islam berpengaruh pada fatwa DSN, meskipun DSN juga
mengeluarkan fatwa yang berbasis pada formalisme. Di sisi lain, pada saat akad
sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi
yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah
secara mutlak berbasis pada formalisme.?

Jurnal yang ditulis oleh Junaidi Abdullah bertujuan untuk menganalisis
asas konsensualisme (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian di Lembaga
Keuangan Syariah. Asas konsensualisme adalah perjanjian itu ada sejak tercapai
kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem
hukum perjanjian Indonesia. Sedangkan dalam Islam dinamakan asas kerelaan
(al-rida’), Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para
pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya.
Implemagtagh a se i janji embaga
KeuangIMalaEmWQMQeuangan
Syariah itu sudah tersedia tanpa melibatkan calon nasabah, nasabah tinggal

membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian/akad, kalau dia

2 Ahmad Dahlan, “Asas Konsensualisme dan Asas Formalisme dalam Akad di Bank
syariah”, Al-Manahij, Vol. VII, no. 1, Januari 2013, ejournal.iainpurwokerto.ac.id, diakses 29
Oktober 2019, pukul 23.29 WIB.
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sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya. Bentuk penanda tanganan

kedua belah pihak ini menunjukkan kesepakatan para pihak.??

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya

dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Muhammadiyah
Malang.

Outsourcing (Studi
Kasus di PT. Bank
Danamon Cabang

Nama Judul Persamaan Perbedaan
Erik Wahyu | Implementasi Asas | Sama-sama Penelitian  Erik
Ariwibowo, Konsensualisme membahas tentang  analisis
Fakultas Hukum, | dalam Pembuatan | tentang asas | implementasi asas
Universitas Perjanjian  Kerja | konsensualisme. | konsensualisme

dalam pembuatan
perjanjian  kerja
Outsourcing.

Kota Batu. Sedangkan skripsi
ini tentang
implementasi asas
konsensualisme
dalam perjanjian
pembiayaan
murabahah.

lineirene Penerapan  Asas | Sama-sama Penelitian
Theresia Konsensualisme membahas lineirene tentang
Sihobing, pada Perjanjian | tentang asas | penerapan  asas
Jurusan IImu | Pelepasan Hak | konsensualisme. | konsensualisme
Hukum, Fakultas | Atas Tanah yang dalam Hukum
Hukum, tidak Mempunyai Perdata
Universitas Sertifikat  (Studi (Burgerlijk
Sumat r
TIAIN-PURWOKERTD
Pahae Julu). pelepasan hak

atas tanah yang
tidak mempunyai
sertifikat.
Sedangkan skripsi
ini tentang
implementasi asas
konsensualisme
dalam perjanjian
pembiayaan

2 Abdullah, “Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah”, Iqtishadia,
Vol. 8, no. 2, September 2015, https://onesearch.id, diakses 09 Agustus 2019, pukul 10.34 WIB,

him. 281.
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murabahah.
Lolita  Lourent | “Penerapan Sama-sama Penelitian Lolita
Laoh, 2000. | Standart Contract | membahas Lourent Laoh
Fakultas Hukum, | dalam  Perjanjian | tentang asas | membahas
Universitas Kredit Bank | konsensualisme. | tentang penerapan
Jember Dikaitkan dengan standart contract
Asas dalam perjanjian
Konsensualisme kredit bank
dan Asas dikaitkan dengan
Kebebasan asas
Berkontrak dalam konsensualisme
Kitab Undang- dan asas
undang Hukum kebebasan
Perdata”. berkontrak dalam
kitab Undang-
undang  Hukum
Perdata.
Sedangkan skripsi
ini tentang
implementasi asas
konsensualisme
dalam perjanjian
pembiayaan
murabahah.
Jurnal yang | Analisis Asas | Sama-sama Artikel  Junaidi
ditulis oleh | Konsensualisme di | membahas membahas
Junaidi Lembaga tentang asas | tentang  analisis
Abdullah. Keuangan Syariah. | konsensualisme. | asas
konsensualisme di
Lembaga

IAIN PURWOKERTO...

tentang
implementasi asas
konsensualisme
dalam perjanjian

pembiayaan
murabahah.
Jurnal yang | Asas Sama-sama Artikel ~ Ahmad
ditulis oleh | Konsensualisme membahas membahas
Ahmad Dahlan. | dan Asas | tentang asas | tentang  realitas
Formalisme dalam | konsensualisme. | akad dalam
Akad di Bank produk-produk
Syariah. induk bank
syariah dalam
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konteks asas
konsensualisme
dan formalisme.
Sedangkan skripsi
ini tentang
implementasi asas
konsensualisme
dalam perjanjian
pembiayaan
murabahah.
Meskipun penelitian-penelitian mengenai asas konsensualisme tersebut

sudah ada dan telah ditulis oleh beberapa peneliti, namun pembahasan mengenai
asas konsensualisme khususnya pada pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah
Ummat Purwokerto belum ada. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam
mengenai implementasi asas konsensualisme pada pembiayaan murabahah di

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan penulis, pembahasan, serta pemahaman terhadap

penelitian ini, sitematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

definisi , rurfiisan hy U] , atpenelitian,

kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Il berisi landasan teori asas konsensualisme dan pembiayaan murabah,
antara lain: pertama, tentang perjanjian/akad yang meliputi pengertian
perjanjian/akad, rukun dan syarat sah perjanjian/akad, macam-macam
perjanjian/akad, dan berakhirnya perjanjian/akad. Kedua, tentang asas-asas

perjanjian/akad yang meliputi pengertian asas dalam perjanjian/akad, macam-



17

macam asas perjanjian/akad, dan asas konsensualisme dalam perjanjian/akad. Dan
ketiga, tentang pembiayaan murabahah yang meliputi tentang pengertian akad
murabahah, dasar hukum akad murabahah, rukun dan syarat akad murabahah,
skema pembiayaan akad murabahah, dan ketentuan akad murabahah.

Bab 11l memuat tentang metode penelitian, antara lain: jenis penelitian,
subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, pendekatan
penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV memuat tentang analisis hasil penelitian, antara lain: pertama,
gambaran umum BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang meliputi sejarah
BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, visi dan misi BPRS Khasanah Ummat
Purwokerto, struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, produk
pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Kedua, sistem akad
pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, dan ketiga
tentang implementasi asas konsensualisme dalam perjanjian pembiayaan

murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

JAIN PURWOKERTO"..
pertany: ju a a n-Saran yang

dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang implementasi

asas konsensualisme di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka penulis
memberi kesimpulan bahwa:

1. Sistem pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat menggunakan
sistem akad murabahah bil wakalah yang mana pihak bank mewakilkan
pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad
wakalah. Setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan
barang dari nasabah kepada pihak bank kemudian pihak bank memberikan
akad murabahah. Tahap mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah pada
BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan beberapa tahap, yaitu:
tahap permohonan, tahap pemberkasan, tahap analisis pembiayaan, tahap
persetujuan pembiayaan, tahap pengelolaan dan pemantauan pembiayaan, dan
pengawasan pembiayaan.

- ~FAIN PURWOKERTO
Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan dua tahap, yaitu:

a. Pra akad yaitu melalui verifikasi atau survei lapangan, disitu bank
melakukan negosiasi terkait dengan harga jual, margin (keuntungan),
jangka waktu, rukun serta akad murabahah. Apabila pihak nasabah
sepakat, maka lanjut ke tahap berikutnya sebaliknya ketika dalam proses
verifikasi atau survei tidak menemukan kata sepakat antara bank dan

nasabah, maka akad tidak dapat dilanjutkan.

84
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b. Kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian
ditegaskan dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan murabahah
oleh pihak nasabah dan pihak bank, Bentuk penandatanganan tersebut
menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, suka sama suka, dan tidak

adanya overmacht.

B. Saran-saran

1. BPRS Khasanah Ummat diharapkan harus selalu mematuhi prinsip dan
prosedur yang ada terutama dalam produk pembiayaan murabahah untuk
dapat meningkatkan kualitas pembiayaan.

2. BPRS Khasanah Ummat hendaknya terus mengembangkan dan berinovasi
dengan produk-produk yang tersedia, terutama produk pembiayaan agar
nasabah dapat lebih memiliki pilihan apabila mengajukan pembiayaan.

3. Bagi BPRS Khasanah Ummat agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya

secara berhati-hati dan tidak ceroboh dalam menjalankan suatu akad supaya

“TAIN'PURWOKERTO
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